
 

BUPATI KOTABARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
PERATURAN BUPATI KOTABARU 

NOMOR 29 TAHUN 2017 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU 
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH 

DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTABARU, 
Menimbang: a. bahwa dalam rangka efektivitas pclaksanaan pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang hersumber dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan 
asas kcadilan dan manfaat bagi masyarakat perlu dilakukan 
perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pertangungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu mcnctapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

Mengingat:  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Dacrah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara. 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 16 Tabun 2001 tentang 
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4430); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967); 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5430); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun  2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3373); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Ncgara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4829); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Ncgeri dan Penerimaan 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5202); 

19. Peraturan Pemcrintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

24. Peraturan Menteri    Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan 
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 446); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 
03); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kotabaru 
Nomor 18); 

29. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 11); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 11 TAHUN 2017 
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN,  PERTANGGUNGJAWABAN  DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH 
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pcnganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta 
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 11), 
diubah, ayat (3) huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai 
berilcut : 

Pasal 

(1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling 
sedikit: 
a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang 

bersangkutan; 

b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala 
desa setempat; dan 

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 
Daerah. 

(2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan 
persyaratan paling sedikit: 
a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi 

urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 
(tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan 
perundang-undangan; 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 
Daerah; dan 

c. memiliki sekretariat tetap didaerah. 
(3) Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) diberikan dengan 
persyaratan paling sedikit: 
a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang 

bersangkutan; 
b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala 

desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat; 
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 

Daerah; 
d. memiliki pengesahan atau penetapan dari pimpinan 

instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai 
dengan kewcnangannya; 

e. dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru 

Ditetapkan di Kotabaru 
pada tanggal 6 Oktober 2017 

BUPATI KOTABARU, 

SAYERJAFAR 

Diundangkan di Kotabaru 
pada tanggal 6 Oktober 2017 

SIIKRET RIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU, 

N 

H. SAID AKHMAD 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
TAHUN 2017 NOMOR 29 
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